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PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN/KOTA

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1

Staf yang telah mengikuti diklat Legal Drafting

2. UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 2 Memahami Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memahami Penyusunan Legal Drafting
5 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 4 Menguasai Komputer
Pembentukan Produk Hukum Daerah 5 Pendidikan minimal S1

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Draft Peraturan Daerah 5 Buku Ekspedisi
2 Alat Tulis Kantor (ATK) 6 Stempel
3 Komputer / Laptop dan 7 Flashdisk

Jaringan internet

4 Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Harus sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

2 Harus tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana
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